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Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (pasal 4 ayat 1 dan 2)
mengamanatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) didirikan di setiap Kabupaten/Kota.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara
fungsional; tugas dan fungsi Bapas semakin strategis dan penting sejak pra adjudikasi, adjudikasi dan
post adjudikasi, meliputi pelaksanaan fungsi penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan,
pembimbingan dan pengawasan serta tugas perencanaan program pembinaan dan evaluasi pada
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Bahwa berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, salah
satu faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan disebabkan
wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) terlampau luas. Sementara, jumlah SDM Pembimbing
Kemasyarakatan (PK), sarana dan prasarana serta daya dukung operasional lainnya sangat minim jika
dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus dilayani. Kondisi
tersebut pada gilirannya menggangu optimalisasi pelayanan dan pembinaan menjadi tidak optimal.

Bahwa untuk mengantisipasi permasalahan dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah percepatan
pelayanan di bidang pemasyarakatan dengan membentuk Pos Bapas, guna mendekatkan jangkauan
dan akses layanan.

Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu dilakukan pengaturan tentang kedudukan, wewenang
dan tanggung jawab, prosedur serta mekanisme kerja Pos Bapas.

Maksud dan Tujuan

A. Maksud
Pendirian Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) dimaksudkan sebagai solusi alternatif untuk
mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan penelitian kemasyarakatan (litmas),
pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di wilayah yang tidak
terjangkau oleh Bapas serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

B. Tujuan
1. Mendekatkan jangkauan pelayanan pemasyarakatan yang sulit dilakukan oleh Bapas.
2. Memudahkan klien pemasyarakatan untuk memperoleh pelayanan pemasyarakatan.




